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I. PENDAHULUAN
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Enny Sri Hartati (Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF)) dibuka pada pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER
A.  Masukan atau Tanggapan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
1. Pasal 14 ayat (1) : Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan standar produksi Tembakau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

·   SNI umumnya merupakan tools untuk menjaga kualitas serta menjadi pelindung produk nasional dari serbuan impor. Tetapi dalam implementasinya SNI tidak boleh tumbuh menjadi hambatan masuk (Entry Barrier) bagi produk petani masuk pasar. Produk tembakau digunakan sebagai alat perlakuan diskriminatif dari pembeli tembakau.
2. Pasal 16 : Kemitraan Petani dan Pelaku Usaha

·   Pengawasan Kemitraan saat ini menjadi salah satu tugas KPPU, sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2008. Oleh karena itu, disarankan agar pengawasan kemitraan sebagaimana diatur dalam pasal ini, ditegaskan dilakukan sebagaimana diatur dalam UU No 20 tahun 2008. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat dari kondisi yang ada memperlihatkan bahwa struktur industri tembakau cenderung oligopsoni atau bahkan monopsoni, di mana terdapat satu atau beberapa pelaku usaha pembeli tembakau petani.

·   Posisi tawar petani relatif lebih rendah dibandingkan posisi tawar pembeli tembakau. Oleh karena itu rentan terhadap permasalahan abuse of bargaining position, yang dilakukan pembeli produk tembakau. 
·   Konsekuensi dari kemitraan diawasi oleh KPPU adalah harus dilakukan perjanjian tertulis antara petani dengan pembeli tembakau,  KPPU akan mengawasi substansi yang diperjanjikan dan mengawasi pelaksanaannya.  Apabila terdapat penyimpangan KPPU bisa secara persuasif mendorong agar dilakukan perubahan perilaku.
3. Pasal 17 : Distribusi dan Tataniaga

·   Pengaturan distribusi dan tataniaga, hendaknya memperhatikan struktur industri tembakau saat ini, yang cenderung monopsoni atau oligopsoni. Petani yang jumlahnya banyak, akan berhadap dengan satu atau beberapa pelaku usaha yang memiliki posisi tawar sangat kuat.

·   Pengaturan distribusi dan tataniaga, tidak boleh memberikan celah terjadinya potensi pengaturan oleh para pelaku usaha yang strukturnya terkonsentrasi, sehingga menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat seperti Kartel dan perilaku lainya.
4. Pasal 18 ayat (2) : Izin usaha distribusi dan tataniaga hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kemitraan dengan petani.
·   Kondisi ini mendorong diwajibkannya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha distribusi dan tataniaga. Hal ini seolah tidak memperbolehkan petani berhubungan langsung dengan pembeli, tetapi harus melalui perusahaan distribusi dan tataniaga. Hal ini akan memperpanjang rantai distribusi, serta menghilangkan upaya petani memperpendek rantai distribusi.
5. Pasal 18 ayat (4) : Badan hukum dengan PMA dilarang melakukan pembelian tembakau secara langsung dari petani

·   Mengurangi kesempatan petani bisa memperoleh alternatif pasar secara langsung yang bisa mendorong harga menjadi menarik.
6. Pasal 21 ayat (1) : Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadikan Tembakau sebagai produk strategis daerah wajib menetapkan harga dasar Tembakaudi tingkat Petani Tembakau.

·   Dari berbagai best practices di komoditas lain, permasalahannya terletak pada implementasi pembelian petani yang terkadang harga jualnya di bawah harga dasar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas terkait harga dasar ini yang wajib ditaati oleh pelaku usaha pembeli dan ada sanksi bagi pelanggarnya.
7. Pasal 22 ayat (2) huruf a : Dalam mewujudkan tata niaga Pertembakauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan membuat mekanisme dan kontraktual tata niaga Pertembakauan.
·   Mekanisme kontraktual tataniaga pertembakauan, dilakukan dalam skema kemitraan yang menjadi kewenangan KPPU dalam pengawasannya.

8. Pasal 23 ayat (3) : Rekomendasi dan izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penetapan kuota impor Tembakau sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

·   Sebaiknya penetapan kuota impor dilaksanakan melalui proses yang transparan. Apabila impor dilakukan bukan oleh industri yang membutuhkan, tetapi pihak lain yang independen, maka hendaknya dan dilakukan melalui proses persaingan usaha yang sehat seperti lelang.
9. Pasal 24 : Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor rokok siap pakai ke dalam wilayah Indonesia dikenakan Cukai 200% (seratus persen) dari harga penyerahan barang di atas kapal (cost insurance freight) atas rokok siap pakai → 200 atau 100%?
10. Pasal 30 ayat (3) : Izin usaha (pelaku usaha industri produk tembakau) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan mengenai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta kepentingan Petani dan pekerja Pertembakauan.

·   Perlu diperjelas, pertimbangan pemberian izin pelaku usaha terkait dengan UU No 5 Tahun 1999. UU No 5 Tahun 1999, lebih banyak mengatur tentang perilaku yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Struktur tidak menjadi masalah selama tidak disalahgunakan dalam perilaku persaingan usaha tidak sehat.
11. Kinerja IHT (Industri Hasil Tembakau) vs Kontribusi CHT (Cukai Hasil Tembakau)

·   Sampai 2017, kinerja IHT terus mengalami penurunan, namun kontribusi CHT selama 2007‐2017 tumbuh 13,5 persen. Target CHT selalu lebih 100 persen dari target APBN. Contoh pada tahun 2008, realisasi CHT tembus sebesar Rp 49,9 triliun (112,1 persen). Pada tahun 2010 CHT sebesar Rp.63,3 triliun dari target Rp 55,9 triliun (113,3 persen). Pada tahun 2012 realisasi mencapai titik tertinggi sebesar 114,4 persen karena CHT terkumpul 90,6 triliun dari target sebesar Rp.79,9 triliun. 
·   Namun mulai tahun 2016 realisasi CHT tergerus, hanya Rp 137 triliun atau 96,7 persen. Tapi pada tahun 2017 realisasi mencapai Rp 147,68 triliun atau 100,14 persen dari target. Penurunan pada tahun 2016 disebabkan adanya forestalling atau menambah pembelian pita cukai dengan tarif yang lama untuk digunakan di tahun selanjutnya (ijon). Selanjutnya, Pemerintah kembali menaikkan tarif rata-rata tertimbang CHT 2018 sebesar 10,04 persen. Sebelumnya tarif CHT telah naik 11,2 persen pada tahun 2016 dan 10,5 persen pada tahun 2017.

·   Selama empat tahun, Sigaret Kretek Tangan (SKT) mengalami penurunan produksi tertinggi. Rata-rata turun 6,1 persen per tahun. Penurunan terbesar pada SKT golongan II, rata‐rata turun 10,3 persen per tahun.
12. IHT merupakan produk yang harus dikendalikan, sehingga high regulated. Karenanya persaingan diantara IHT sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah, seperti penetapan Harga Jual Eceran yang terkait dengan penetapan tarif cukai
13. IHT di Indonesia cukup kompleks karena terdiri 3 jenis yaitu SKM, SKT, maupun SPM. Juga melibatkan berbagai struktur usaha, mulai dari kecil, menengah dan besar.
14. Kontribusi terbesar CHT sebesar 73,8 persen disumbang oleh 14 pabrik IHT jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Jumlah pabrik tersebut hanya 2 persen dari keseluruhan pabrik IHT. Selanjutnya 10 persen penerimaan cukai disumbang oleh gabungan satu pabrik golongan IA dan 15 pabrik golongan IB jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT). Untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) sendiri, 5,6 persen penerimaan cukai dihasilkan oleh hanya satu pabrik. Dari potret tersebut jika orientasi pemerintah hanya mengutamakan aspek penerimaan maka memang cukup dengan memberikan prioritas kebijakan terhadap keberlangsungan pabrikan besar. Namun konsekuensinya pelaku usaha golongan menengah kecil akan tersisih dan mati.
15. Fenomena munculnya rokok illegal tentu tidak dapat dipisahkan dari dampak persaingan industri yang sangat ketat diatur oleh pemerintah sehingga tidak berjalan secara alami. Intervensi pemerintah terletak pada seluruh rantai ekonomi mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi rokok.

16. Kemunculan rokok illegal dimulai dengan kebijakan kenaikan cukai yang esesif, sehingga memicu terjadinya “rekayasa” dalam sistem rantai pasok untuk mensiasati Harga Jual Eceran rokok.
17. Ketiadaan roadmap yang jelas, membuat kebijakan IHT sering inkonsisten atau berubah‐ubah sehingga membingungkan dan memberikan ketidakpastian pelaku usaha.
B.  Masukan atau Tanggapan dari Enny Sri Hartati (Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF))
1. Tembakau dan Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan komoditas dan produk strategis dalam perekonomian Indonesia. Bahkan di beberapa daerah tidak sekedar menjadi komoditas ekonomi tapi juga  “kultural”. Sebagai komoditas dan produk strategis, Pemerintah harus memberikan perlindungan dan harus mampu mengoptimalkan kemanfaatannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, keberadaan RUU ini harus mampu menjadi payung hukum dan peta jalan (roadmap) agar komoditas strategis ini mampu berperan optimal dalam perekonomian Indonesia.
2. INDEF memberikan beberapa masukan terhadap RUU tentang Pertembakauan :

a. Memperbaiki budidaya dan meningkatkan produksi tembakau nasional

· Kapasitas produksi belum memadai, maka pengaturan rasio konsumsi tembakau 80%:20% (lokal:impor) sebaiknya dilakukan melalui instrumen yang sistematis dan hati-hati. 

· Mempertimbangkan kualitas dan varietas yang dibutuhkan pasar. 

· Jika tidak hati-hati larangan impor akan mendorong monopoli pedagang besar. Pabrikan menengah dan kecil berpotensi dirugikan. Ketentuan larangan impor bisa diberlakukan ketika kuantitas dan kualitas produk tembakau lokal sudah terpenuhi.
b. RUU tentang Pertembakauan lebih mengedepankan Insentif daripada  Sanksi

· Untuk mengoptimalisasi penyerapan tembakau lokal dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi nasional, mengedepankan pendekatan insentif/reward daripada sanksi. 

· Pedekatan ‘sanksi’ melalui tarif bagi pengguna tembakau impor kurang tepat diberlakulan sebelum kualitas dan kuantitas produk tembakau lokal teratasi.
c. Mengembangkan Kemitraan

· Pengaturan kemitraan pelaku IHT dan petani tembakau diarahkan untuk

· pengembangan kapasitas dan skill/kecakapan petani, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, peningkatan kesejahteraan petani dan sebagai upaya untuk mensubstitusi impor. Pengaturan didesain secara fair, berimbang, dan accessable.
d. Pengendalian

· Pengaturan pengendalian terhadap bahaya tembakau hendaknya mengacu kepada ketentuan yang sudah diatur dalam PP 109/2012 seperti Graphic Health Warning (GHW), Sponsor, Iklan dan Promosi, dll. Hal ini untuk mendapatkan keseimbangan pengaturan.
e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha.
3. Beberapa pasal krusial yang perlu diperhatikan dalam RUU tentang Pertembakauan ini :
a. Pasal 24 : Pengenaan cukai 200% dari harga penyerahan barang di atas kapal untuk Impor rokok siap pakai dikenakan.

b. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) : Proteksi terhadap tembakau lokal melalui pengenaan bea masuk impor tembakau siap pakai (sebesar 200%) dan tembakau belum siap pakai (60%)  

c. Pasal 33 : Pengaturan wajib menggunakan kuota tembakau lokal mencapai 80% 

d. Pasal 36 : Ancaman sanksi.

e. Pasal 17 ayat (2) : Pengaturan penyimpanan tembakau paling lama 2 tahun.

f. Pasal 18 ayat (3), (4), dan (5) : Pelarangan perusahaan dengan modal asing dalam pendistribusian dan tata niaga tembakau, dengan ancaman denda administratif.

g. Pasal 18 ayat (2) : Ketentuan izin distribusi dan tata niaga hanya diberikan kepada pelaku usaha yang menjalin kemitraan dengan petani.
h. Pasal 21 ayat (3) : Pengaturan harga dasar tembakau.

i. Pasal 60-69 : Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku/badan usaha terkait kuota impor, pelabelan, iklan, dll.
j. Pasal 43 dan 44 : Pengaturan besaran DBHCHT mencapai 20% dan alokasinya untuk kesehatan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A.   Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Enny Sri Hartati (Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF)) sangat mengapresiasi Pansus DPR RI untuk membahas RUU tentang Pertembakauan karena materi RUU ini cukup substansial dan menyangkut masyarakat luas.  
B.   Masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Enny Sri Hartati (Direktur Institute for Development of Economis and Finance (INDEF)) dapat diterima oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.
IV. PENUTUP
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan ditutup pada pukul 13.15 WIB. 
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